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ABSTRAK 

Penelitian mengenai rekonstruksi hukum nasional berbasis Maqashid al-Syariah masih cenderung 

berjalan terpisah antara kritik terhadap positivisme hukum, pengembangan hukum progresif, dan 

pembaruan hukum Islam, sehingga belum menghasilkan kerangka epistemologis yang 

mengintegrasikan validitas formal, realitas empiris, keadilan substantif, dan tujuan kemaslahatan. 

Kesenjangan tersebut penting dikaji karena kompleksitas sengketa keluarga, pemulihan aset 

korupsi, dan transaksi digital syariah menunjukkan bahwa kepastian normatif tidak selalu identik 

dengan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan epistemologis dan 

yuridis hukum positif Indonesia, mengintegrasikan Maqashid al-Syariah dengan teori hukum 

nasional, serta merumuskan model dan proposisi hukum baru bagi pembaruan hukum yang 

responsif dan berkeadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, kasus, filosofis, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara 

kualitatif-normatif melalui pemetaan norma, identifikasi epistemological gap dan legal gap, 

interpretasi teleologis-sistemik, sintesis teori, dan konstruksi konseptual. Hasil penelitian 

menghasilkan Model Dialektika Integratif-Teleologis, empat proposisi hukum teoretis-normatif, 

dan Maqashid Impact Assessment sebagai instrumen evaluatif. Kesimpulannya, integrasi 

Maqashid al-Syariah dapat memperkuat kepastian hukum substantif dengan menjadikan legalitas 

sebagai batas, konteks sebagai sumber pemahaman, dan kemaslahatan sebagai orientasi 

pembaruan hukum nasional. Model tersebut berpotensi menjadi kerangka evaluasi kebijakan dan 

penalaran yudisial, meskipun pengujian empiris serta implementasi sektoral tetap diperlukan. 

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Maqashid al-Syariah, Keadilan Substantif, Teori Hukum 

Integratif, Model Dialektika Integratif-Teleologis. 

 

ABSTRACT 

Indonesia's national legal system continues to grapple with a paradigmatic tension between formal 

certainty and substantive justice due to the entrenched hegemony of legalistic positivism inherited 

from the continental civil law tradition. This formalistic approach divorces statutory norms from 

ethical-moral considerations, prophetic dimensions, and empirical sociological realities, thereby 

inducing rigid mechanical jurisprudence that fails to adequately resolve contemporary legal 

disruptions. This article aims to reconstruct the epistemology of Indonesian national law by 

integrating contemporary Maqashid al-Shariah to forge a responsive, adaptive, and substantively 

just legal framework. Employing a normative-juridical research method with conceptual, statutory, 

and interdisciplinary socio-legal approaches, this study builds a layered theoretical synthesis 

comprising John Rawls' Theory of Distributive Justice (grand theory), Romli Atmasasmita's 
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Integrative Legal Theory assimilating Mochtar Kusumaatmadja and Satjipto Rahardjo (middle 

theory), and Maqashid al-Shariah Epistemology (applied theory), operated through Jasser Auda's 

Systems Approach and Tariq Ramadan's Radical Reform. The findings reveal that the 

inadequacies of positive law in addressing family property disputes, child custody rigidities, asset 

recovery stalemates in corruption cases, and digital Islamic financial superficiality stem from an 

epistemological gap and a legal gap. As a scientific novelty, this study formulates the Integrative-

Teleological Dialectic Model alongside four novel legal propositions that validate empirical-

scientific realities as material sources of law and legitimize progressive judicial activism (contra 

legem) anchored in the doctrine of inzibat al-maslahah. This reconstruction demonstrates that 

maqashid integration reinforces substantive legal certainty while actualizing the universal ethos of 

Islam as rahmatan lil-'alamin. 

Keywords: Legal Reconstruction, Maqashid al-Shariah, Legal Positivism, Substantive Justice, 

Integrative Legal Theory, Contemporary Disruption. 

 

PENDAHULUAN 

Sistem hukum nasional Indonesia terbentuk melalui interaksi tradisi civil law warisan 

kolonial, hukum adat, hukum Islam, serta perkembangan hukum nasional yang berlandaskan 

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara hukum, peraturan perundang-undangan tetap 

menjadi sumber hukum penting sehingga kepastian, keteraturan, dan konsistensi penerapan norma 

harus dipertahankan. Namun, perubahan masyarakat, teknologi, relasi ekonomi, dan kesadaran hak 

asasi manusia melahirkan persoalan yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pembacaan 

tekstual terhadap norma yang tersedia. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan 

positivistik masih kuat dalam praktik hukum Indonesia, tetapi keterbatasan keadilan formal 

mendorong perhatian terhadap living law dan nilai sosial masyarakat (Utama, 2024; Hardinanto et 

al., 2024). Karena itu, persoalan penelitian ini bukan keberadaan positivisme secara keseluruhan, 

melainkan keterbatasan penerapannya ketika validitas formal dan kepastian normatif lebih 

dominan daripada pertimbangan keadilan substantif. 

Pembedaan pemikiran Austin, Kelsen, dan Hart penting agar kritik terhadap positivisme 

tidak menggeneralisasi seluruh aliran tersebut sebagai mekanistik dan tertutup. Austin memandang 

hukum sebagai command of the sovereign, sedangkan Kelsen mengembangkan Pure Theory of 

Law yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dengan validitas yang ditentukan secara 

normatif. Hart kemudian memperluas positivisme melalui konsep rule of recognition, primary 

rules, dan secondary rules, sehingga validitas hukum ditentukan melalui kriteria pengakuan dan 

praktik institusional (Alfarisi et al., 2026; Furqon et al., 2024). Meskipun ketiganya berbeda, 

pemisahan analisis validitas hukum dari moralitas dapat menimbulkan persoalan ketika norma 

diterapkan pada kondisi sosial yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan keadilan. Oleh 

sebab itu, kritik penelitian ini diarahkan pada konsekuensi epistemologis dan praktis formalisme 

hukum, bukan pada penolakan terhadap seluruh konstruksi positivisme. 

Keterbatasan tersebut semakin terlihat ketika norma hukum menghadapi ketimpangan 

sosial, perubahan teknologi, serta kebutuhan perlindungan kelompok rentan. Dalam hukum 

keluarga, misalnya, penerapan ketentuan mengenai harta bersama dan hadhanah dapat 

menghasilkan ketidakadilan apabila kontribusi domestik, kondisi ekonomi, perkembangan anak, 

dan kepentingan terbaik anak tidak dipertimbangkan secara memadai. Dalam sengketa hutan adat 

Awyu, dominasi legalitas formal dan prosedur juga menunjukkan perlunya penalaran hukum yang 
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mempertimbangkan hak masyarakat adat dan dampak ekologis secara substantif (Safitri et al., 

2025; Hariri et al., 2025). Pengakuan living law dalam KUHP Nasional semakin memperlihatkan 

bahwa hukum nasional membutuhkan pendekatan yang mampu menghubungkan norma formal 

dengan nilai dan realitas sosial. Dengan demikian, tantangan hukum nasional tidak hanya terletak 

pada ketersediaan aturan, tetapi juga pada bagaimana sumber, metode, dan tujuan hukum 

digunakan untuk menyeimbangkan kepastian normatif dan keadilan substantif. 

Hubungan hukum Islam dan hukum nasional juga menunjukkan pentingnya integrasi 

antara kepastian norma dan orientasi kemaslahatan. Transformasi norma Islam ke dalam hukum 

positif melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi ekonomi 

syariah berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, tetapi penerapan formal tetap perlu 

mempertimbangkan konteks sosial dan dampak terhadap masyarakat. Persoalan tersebut tampak 

dalam penilaian hak asuh anak, pembagian harta pascaperceraian, serta perlindungan kelompok 

rentan yang membutuhkan pertimbangan tujuan hukum di samping ketentuan tekstual. Kajian 

kontemporer menunjukkan bahwa Maqashid al-Syariah dapat digunakan untuk menganalisis 

persoalan hukum modern, termasuk kewarganegaraan, hukum ketatanegaraan, hak asasi manusia, 

dan hubungan hukum Islam dengan hukum negara (Nurhikmah, 2024; Purnomo et al., 2023). 

Karena itu, integrasi Maqashid al-Syariah tidak dimaksudkan menggantikan hukum positif dengan 

fiqh klasik, melainkan menghubungkan teks, tujuan hukum, fakta empiris, nilai konstitusional, dan 

kemaslahatan publik. 

Penelitian terdahulu telah membahas positivisme, hukum progresif, Maqashid al-Syariah, 

living law, serta hubungan hukum Islam dengan sistem hukum nasional, tetapi kajiannya masih 

cenderung terpisah berdasarkan bidang atau persoalan tertentu. Kajian positivisme umumnya 

menyoroti ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sedangkan kajian 

Maqashid al-Syariah lebih banyak mengembangkan orientasi kemaslahatan dalam merespons 

persoalan hukum kontemporer. Sementara itu, kajian living law dan hukum Islam belum secara 

sistematis mengintegrasikan teori hukum nasional, keadilan distributif, fakta empiris, nilai moral, 

dan metodologi maqashid dalam satu kerangka epistemologis (Wijayanti et al., 2025; Nurhadi, 

2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya epistemological gap, yaitu keterbatasan sistem 

pengetahuan hukum dalam mengintegrasikan teks normatif, bukti empiris, nilai moral, dan tujuan 

hukum, serta legal gap, yaitu ketidakcukupan, ketidakjelasan, konflik, atau keterlambatan norma 

dalam merespons persoalan konkret. Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan 

Model Dialektika Integratif-Teleologis sebagai kerangka untuk menghubungkan norma positif, 

realitas empiris, nilai transendental, dan orientasi maqashid dalam rekonstruksi epistemologi 

hukum nasional. 

Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan, yaitu 

bagaimana kelemahan epistemologis dan yuridis hukum positif Indonesia dalam menghadapi 

problem kontemporer, bagaimana Maqashid al-Syariah dapat diintegrasikan dengan teori hukum 

nasional, serta bagaimana model dan proposisi hukum baru dapat dirumuskan dari integrasi 

tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan epistemologis dan yuridis hukum 

positif, membangun sintesis antara Teori Keadilan Distributif John Rawls, Teori Hukum Integratif 

Romli Atmasasmita, dan epistemologi Maqashid al-Syariah kontemporer melalui Systems 

Approach Jasser Auda serta Radical Reform Tariq Ramadan. Sintesis tersebut diarahkan untuk 

mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan substantif berbasis fakta, nilai moral, dan 

kemaslahatan publik (Syam et al., 2025). Kebaruan penelitian terletak pada perumusan Model 
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Dialektika Integratif-Teleologis yang menempatkan norma positif, realitas empiris, nilai 

transendental, dan orientasi maqashid sebagai unsur yang saling berinteraksi dalam rekonstruksi 

epistemologi hukum nasional. Model tersebut selanjutnya dikembangkan dan diuji melalui empat 

proposisi hukum teoretis-normatif sebagai dasar konseptual bagi pengembangan hukum nasional 

yang responsif dan berkeadilan substantif. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-konseptual yang bertujuan 

menganalisis konstruksi hukum positif Indonesia dan merekonstruksinya melalui sintesis teori 

hukum integratif dengan Maqashid al-Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus 

(case approach), pendekatan filosofis (philosophical approach), dan pendekatan komparatif 

(comparative approach) untuk menguji hubungan antara kepastian hukum, keadilan substantif, 

dan orientasi teleologis hukum. Bahan hukum primer dipilih berdasarkan relevansinya dengan isu 

penelitian, yaitu peraturan yang mengatur hukum keluarga, hukum pidana dan pemberantasan 

korupsi, transaksi ekonomi syariah, serta sumber hukum Islam yang menjadi basis Maqashid al-

Syariah, sedangkan putusan pengadilan dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitannya dengan 

konflik antara penerapan norma formal dan pencapaian keadilan substantif. Bahan hukum 

sekunder ditelusuri melalui artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan karya ilmiah mutakhir yang 

terbit terutama pada periode 2021–2026, dengan kriteria relevansi terhadap positivisme hukum, 

teori hukum integratif, hukum progresif, Maqashid al-Syariah, living law, keadilan substantif, dan 

pembaruan hukum nasional, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas 

terminologi hukum dan konsep yang dianalisis. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis 

melalui identifikasi kata kunci, penyaringan berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber, 

pembacaan kritis, pengelompokan berdasarkan tema teoritis dan isu hukum, serta pencatatan 

keterkaitan setiap sumber dengan rumusan masalah penelitian. 

Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui tahapan inventarisasi dan pemetaan 

norma, identifikasi persoalan penerapan, interpretasi menggunakan Hermeneutika Teleologis-

Sistemik, sintesis antarteori, dan konstruksi konseptual. Epistemological gap diidentifikasi apabila 

terdapat persoalan pada sumber, cara memperoleh, atau cara memvalidasi pengetahuan hukum, 

misalnya ketika validitas hukum terutama ditentukan oleh otoritas dan prosedur formal tanpa 

mekanisme yang memadai untuk menguji tujuan, konteks, nilai, dan dampak sosial norma, 

sedangkan legal gap diidentifikasi apabila terdapat kekosongan, ketidakcukupan, konflik, 

ketidakjelasan, atau keterlambatan norma positif dalam merespons persoalan hukum konkret. 

Hermeneutika Teleologis-Sistemik diterapkan dengan membaca norma berdasarkan teks dan 

struktur hukumnya, mengidentifikasi tujuan hukum (teleological purpose), menghubungkannya 

dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, menguji konsistensinya dengan keseluruhan sistem 

hukum, serta menilai konsekuensi penerapannya terhadap perlindungan hak dan kepentingan yang 

dilindungi hukum. Selanjutnya, sintesis antara kritik terhadap keterbatasan positivisme, teori 

hukum integratif, keadilan substantif, dan Maqashid al-Syariah digunakan untuk menurunkan 

Model Dialektika Integratif-Teleologis, sedangkan empat proposisi hukum dirumuskan secara 

deduktif dari premis teoretis, dasar normatif, hasil interpretasi, dan pola kesenjangan yang 

ditemukan pada objek kajian, sehingga keempatnya diposisikan sebagai konstruksi teoretis-

normatif dan bukan sebagai norma hukum positif yang telah berlaku. Tahap terakhir menghasilkan 
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konsep Maqashid Impact Assessment sebagai instrumen konseptual untuk menilai dampak suatu 

norma atau kebijakan berdasarkan tujuan perlindungan kemaslahatan, dengan mengintegrasikan 

dimensi validitas hukum, tujuan hukum, perlindungan hak, konsekuensi sosial, dan indikator 

maqashid, sehingga seluruh proses penelitian bergerak secara transparan dari bahan hukum, 

identifikasi epistemological gap dan legal gap, interpretasi, sintesis teori, hingga konstruksi model 

dan proposisi hukum. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Berdasarkan inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan putusan pengadilan 

sebagaimana ditetapkan dalam metode penelitian, ditemukan bahwa persoalan utama hukum 

nasional bukan terletak pada ketiadaan norma secara keseluruhan, melainkan pada keterbatasan 

paradigma dalam menghubungkan validitas formal, konteks sosial, dan tujuan substantif hukum. 

Bahan hukum primer menunjukkan bahwa berbagai bidang telah memiliki perangkat normatif 

yang relatif lengkap, tetapi konstruksi norma masih cenderung menempatkan kepastian prosedural 

dan kategori formal sebagai titik awal sekaligus titik akhir penyelesaian hukum. Bahan hukum 

sekunder memperlihatkan kritik yang konsisten terhadap kecenderungan positivistik tersebut, 

khususnya ketika hukum berhadapan dengan masyarakat adat, perubahan hubungan keluarga, 

perkembangan ekonomi digital, dan kebutuhan pemulihan aset hasil kejahatan. Analisis putusan 

pengadilan digunakan sebagai case approach untuk menguji apakah problem tersebut benar-benar 

muncul dalam penalaran yudisial, salah satunya terlihat dalam perkara masyarakat adat Awyu yang 

berakhir pada penolakan gugatan pada tingkat kasasi karena persoalan tenggang waktu, sementara 

substansi konflik lingkungan dan hak masyarakat adat tidak menjadi fokus pemeriksaan pada 

tingkat tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 bersama Putusan PTUN 

Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR dan Putusan PT.TUN Manado Nomor 

92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO dengan demikian digunakan bukan untuk menggeneralisasi seluruh 

praktik peradilan, tetapi sebagai kasus yang menunjukkan ketegangan konkret antara legalitas 

prosedural dan tuntutan keadilan substantif. 

 

Tabel 1. Pemetaan Norma Problematis, Kesenjangan Norma–Realitas, dan Implikasi 

Keadilan Substantif 
Isu 

Hukum 
Norma yang Dikaji 

Persoalan 

Normatif/Praktik 
Kesenjangan Implikasi Keadilan 

Harta 

bersama 

Pasal 35 dan 37 UU 

No. 1 Tahun 1974 jo. 

UU No. 16 Tahun 

2019; Pasal 97 KHI 

Pembagian harta 

bersama 

memerlukan 

penilaian terhadap 

kontribusi dan 

kondisi para pihak 

Norma umum 

belum 

sepenuhnya 

memberi 

parameter 

kontekstual 

Berpotensi 

menghasilkan 

pembagian yang 

kurang proporsional 

Hak asuh 

anak 
Pasal 105 KHI 

Ketentuan 

hadhanah 

menempatkan ibu 

sebagai pemegang 

hak utama bagi 

anak yang belum 

Ketegangan 

antara aturan 

kategoris dan 

best interests of 

the child 

Perlindungan 

kepentingan anak 

perlu menjadi 

pertimbangan 

substantif 
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mumayyiz, tetapi 

kepentingan terbaik 

anak dapat 

memerlukan 

penilaian 

kontekstual 

Perceraian 

Pasal 39 UU No. 1 

Tahun 1974 jo. UU 

No. 16 Tahun 2019 

Persyaratan dan 

prosedur perceraian 

menekankan 

kepastian formal, 

sementara kondisi 

konkret keluarga 

beragam 

Formalitas 

prosedural dapat 

berjarak dari 

keadilan kasus 

konkret 

Perlunya interpretasi 

yang 

mempertimbangkan 

tujuan perlindungan 

keluarga dan para 

pihak 

Pemulihan 

aset korupsi 

UU No. 31 Tahun 

1999 jo. UU No. 20 

Tahun 2001; UU No. 

8 Tahun 2010 

Pemulihan aset 

menghadapi 

kendala ketika 

pembuktian dan 

proses pidana tidak 

berjalan secara 

optimal 

Instrumen yang 

tersedia belum 

sepenuhnya 

menjawab 

seluruh situasi 

pemulihan aset 

Mendorong 

rekonstruksi 

mekanisme 

pemulihan aset yang 

tetap menjamin due 

process 

Transaksi 

digital 

syariah 

UU No. 21 Tahun 

2008 jo. UU No. 4 

Tahun 2023 dan 

prinsip DSN-MUI 

Perkembangan 

transaksi digital 

menimbulkan 

persoalan 

penerapan prinsip 

syariah dalam 

model transaksi 

baru 

Perkembangan 

teknologi lebih 

cepat daripada 

adaptasi norma 

dan mekanisme 

pengawasan 

Diperlukan 

harmonisasi antara 

kepastian hukum, 

inovasi digital, dan 

kepatuhan syariah 

 

Tabel 1 menyajikan hasil pemetaan terhadap sejumlah norma hukum yang dipilih sebagai 

objek kajian berdasarkan relevansinya dengan persoalan hukum kontemporer dan tujuan 

penelitian. Pemetaan dilakukan melalui pembacaan bahan hukum primer berupa peraturan 

perundang-undangan, KHI, serta putusan pengadilan yang relevan, kemudian dikonfrontasikan 

dengan bahan hukum sekunder yang membahas penerapan norma, keadilan substantif, dan 

perkembangan hukum kontemporer. Setiap norma dianalisis berdasarkan substansi pengaturannya, 

persoalan normatif yang melekat, persoalan yang muncul dalam penerapan, serta jarak antara 

konstruksi normatif dengan kebutuhan penyelesaian perkara konkret. Hasil pemetaan 

menunjukkan bahwa problem hukum tidak selalu berbentuk kekosongan norma, tetapi juga dapat 

berupa keterbatasan parameter, rigiditas kategori formal, ketidaksesuaian antara norma dan 

perkembangan masyarakat, serta keterbatasan instrumen hukum dalam menghasilkan pemulihan 

yang substantif. Oleh karena itu, kolom implikasi keadilan substantif digunakan untuk 

menunjukkan konsekuensi dari masing-masing kesenjangan dan menjadi dasar bagi tahap sintesis 

epistemologis dalam penelitian. 

 

Identifikasi Epistemological Gap dan Legal Gap 
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Hasil pemetaan selanjutnya menunjukkan adanya dua jenis kesenjangan yang harus 

dibedakan secara metodologis. Epistemological gap ditemukan ketika paradigma yang digunakan 

untuk mengetahui dan memvalidasi hukum terlalu sempit karena lebih menekankan sumber 

otoritatif dan prosedur formal, sementara fakta sosial, nilai moral, konteks, dan tujuan hukum 

belum terintegrasi secara memadai dalam proses pembentukan pengetahuan hukum. Sebaliknya, 

legal gap ditemukan ketika persoalan konkret tidak memperoleh respons normatif yang memadai 

karena norma belum tersedia, tidak cukup jelas, mengalami konflik, memiliki keterbatasan 

cakupan, atau tertinggal dibandingkan perkembangan persoalan yang diatur. Dengan 

menggunakan kedua indikator tersebut, penelitian membedakan antara masalah pada cara hukum 

diketahui dan ditafsirkan dengan masalah pada substansi atau ketersediaan hukum positifnya. 

Pembedaan ini penting karena tidak setiap kekurangan norma harus diselesaikan dengan membuat 

undang-undang baru; sebagian dapat diselesaikan melalui interpretasi yang lebih integratif, 

sedangkan sebagian lainnya memang membutuhkan rekonstruksi atau pembentukan norma. 

 

Tabel 2. Indikator Epistemological Gap dan Legal Gap 

Dimensi Epistemological Gap Legal Gap 

Level Paradigma/penalaran hukum Norma/arsitektur hukum 

Masalah 

utama 

Cara mengetahui dan memvalidasi 

hukum 
Ketersediaan dan kecukupan norma 

Indikator 
Formalisme, pemisahan fakta-nilai, 

minim orientasi tujuan 

Kekosongan, konflik, ketidakjelasan, 

keterbatasan, keterlambatan 

Pertanyaan 
Bagaimana hukum diketahui dan 

ditafsirkan? 

Apakah hukum tersedia dan mampu 

menyelesaikan masalah? 

Solusi Rekonstruksi epistemologis Rekonstruksi/harmonisasi/pembentukan norma 

 

Tabel 2 menunjukkan hasil operasionalisasi dua kategori kesenjangan yang menjadi 

temuan penting penelitian, yaitu epistemological gap dan legal gap. Penyusunan indikator 

dilakukan berdasarkan sintesis antara teori positivisme hukum, teori hukum integratif, keadilan 

substantif, pendekatan Maqashid al-Syariah, serta hasil pembacaan terhadap bahan hukum primer 

dan putusan pengadilan. Epistemological gap ditempatkan pada level paradigma, yaitu ketika cara 

memperoleh, menafsirkan, dan memvalidasi pengetahuan hukum belum mampu mengintegrasikan 

fakta, nilai, konteks, dan tujuan hukum secara memadai. Sementara itu, legal gap ditempatkan 

pada level arsitektur hukum positif, yaitu ketika norma mengalami kekosongan, ketidakjelasan, 

konflik, keterbatasan cakupan, atau keterlambatan dalam merespons persoalan hukum tertentu. 

Pembedaan tersebut menghasilkan temuan bahwa sebagian persoalan membutuhkan perubahan 

cara bernalar dan menafsirkan hukum, sedangkan persoalan lainnya membutuhkan harmonisasi, 

penyempurnaan, atau pembentukan norma baru. 

 

Sintesis Maqashid al-Syariah, Teori Hukum Integratif, dan Keadilan Substantif 

Hasil analisis konseptual menunjukkan bahwa teori yang digunakan dalam penelitian 

memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pendekatan sistem Jasser Auda 
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memberikan perangkat untuk melihat hukum sebagai sistem yang saling berhubungan, terbuka 

terhadap konteks, dan berorientasi pada tujuan, sehingga Maqashid al-Syariah tidak berhenti pada 

daftar perlindungan kepentingan, tetapi digunakan sebagai kerangka evaluasi terhadap 

konsekuensi hukum. Pemikiran reformasi metodologis Abdullahi Ahmed An-Na'im atau 

pendekatan pembaruan kontemporer yang menekankan perluasan sumber dan konteks 

memberikan dorongan agar hukum Islam tidak dipahami secara tertutup pada formulasi historis, 

tetapi dibaca melalui hubungan antara teks, konteks, tujuan, dan kebutuhan masyarakat. Dalam 

penelitian ini, kontribusi tersebut kemudian dipertemukan dengan Teori Hukum Integratif Romli 

Atmasasmita yang menghubungkan dimensi normatif, sosial, dan nilai, serta teori keadilan 

distributif Rawls yang menyediakan dasar evaluasi terhadap distribusi hak, beban, dan kesempatan 

secara adil. Sintesis tersebut menghasilkan posisi epistemologis bahwa hukum yang sah tidak 

cukup hanya memenuhi validitas formal, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan 

berdasarkan tujuan hukum, konteks sosial, perlindungan hak, dan dampak terhadap kemaslahatan. 

 

Konstruksi Model Dialektika Integratif-Teleologis 

Model Dialektika Integratif-Teleologis merupakan temuan konseptual penelitian yang 

diturunkan dari sintesis hasil pemetaan norma, identifikasi epistemological gap dan legal gap, 

serta integrasi positivisme hukum, keadilan distributif, teori hukum integratif, pendekatan sistem 

Auda, dan Maqashid al-Syariah. Model ini tidak menolak kepastian hukum, tetapi 

menempatkannya sebagai salah satu dimensi dalam proses penalaran hukum yang harus 

didialektikakan dengan konteks, nilai, tujuan, dan dampak. Prosesnya terdiri atas lima tahap, yaitu 

identifikasi norma, pemetaan konteks dan kesenjangan, interpretasi teleologis-sistemik, uji 

maqashid dan keadilan substantif, serta formulasi konsekuensi hukum. Pada tahap pertama, 

peneliti atau penegak hukum menentukan norma positif yang relevan; pada tahap kedua, norma 

tersebut diuji terhadap fakta dan kesenjangan yang ditemukan; pada tahap ketiga, norma dibaca 

berdasarkan tujuan dan keterkaitannya dengan sistem hukum; pada tahap keempat, hasil 

interpretasi diuji melalui prinsip keadilan dan kemaslahatan; sedangkan tahap kelima 

menghasilkan pilihan penerapan, harmonisasi, atau kebutuhan rekonstruksi norma. Model tersebut 

memberikan prosedur yang lebih terukur untuk menjembatani kepastian formal dengan keadilan 

substantif. 

 

Empat Proposisi Hukum sebagai Konstruksi Teoretis-Normatif 

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian menghasilkan empat proposisi hukum sebagai 

bentuk konkret dari rekonstruksi epistemologis yang ditawarkan. Keempat proposisi tersebut 

bukan merupakan norma hukum positif yang telah berlaku, melainkan konstruksi teoretis-normatif 

yang diturunkan secara deduktif dari premis teori, dasar normatif, hasil identifikasi 

epistemological gap dan legal gap, serta tujuan Maqashid al-Syariah. Setiap proposisi berfungsi 

untuk menjelaskan arah integrasi antara kepastian hukum, keadilan substantif, konteks sosial, dan 

kemaslahatan dalam pembentukan maupun penafsiran hukum nasional. Penegasan mengenai 

status tersebut penting agar kebaruan penelitian dipahami sebagai kontribusi konseptual bagi 

pengembangan teori dan pembaruan hukum, bukan sebagai klaim bahwa model yang ditawarkan 

telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. 

 

Tabel 3. Empat Proposisi Hukum dalam Model Dialektika Integratif-Teleologis 
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Proposisi Premis Teoretis 
Dasar 

Normatif 

Mekanisme 

Penerapan 

Konsekuensi 

Hukum 

Proposisi 

Validitas 

Teleologis 

Validitas formal perlu 

dilengkapi pengujian 

terhadap tujuan hukum 

Prinsip negara 

hukum, 

keadilan, dan 

tujuan 

perlindungan 

hak; 

Maqashid al-

Syariah 

Setiap penerapan 

norma diuji 

berdasarkan teks, 

struktur, tujuan, 

konteks, dan 

dampaknya 

Norma tetap 

memiliki kekuatan 

formal, tetapi 

interpretasinya 

diarahkan agar 

tidak menghasilkan 

ketidakadilan 

substantif 

Proposisi 

Integrasi 

Kontekstual 

Hukum harus mampu 

merespons fakta sosial 

tanpa kehilangan batas 

normatif 

Prinsip 

pengakuan 

masyarakat 

hukum adat, 

perlindungan 

hak, dan living 

law 

Fakta sosial yang 

relevan 

diintegrasikan 

dalam interpretasi 

melalui 

pendekatan 

sistemik 

Putusan atau 

kebijakan dapat 

lebih responsif 

terhadap kondisi 

konkret dan 

kelompok rentan 

Proposisi 

Proporsionalitas 

Maqashidi 

Penerapan hukum harus 

memperhitungkan 

keseimbangan antara 

hak, kewajiban, 

kemanfaatan, dan risiko 

Prinsip 

keadilan, 

kemaslahatan, 

dan 

perlindungan 

hak 

Norma diuji 

terhadap tujuan 

maqashid, 

distribusi 

beban/manfaat, 

dan konsekuensi 

sosial 

Keputusan hukum 

diarahkan pada 

hasil yang 

proporsional dan 

tidak semata-mata 

prosedural 

Proposisi 

Akuntabilitas 

Dampak 

Hukum 

Hukum perlu dinilai 

berdasarkan akibat yang 

ditimbulkannya 

Prinsip 

keadilan 

substantif dan 

tujuan hukum 

Setiap 

kebijakan/putusan 

dinilai melalui 

Maqashid Impact 

Assessment 

Pembentuk dan 

penerap hukum 

memiliki dasar 

argumentatif untuk 

mengevaluasi serta 

memperbaiki 

dampak norma 

 

Tabel 3 menyajikan empat proposisi hukum yang dihasilkan dari sintesis teoritis dan 

analisis normatif penelitian. Keempat proposisi tersebut tidak dimaksudkan sebagai norma hukum 

positif yang telah berlaku, melainkan sebagai konstruksi teoretis-normatif yang diturunkan dari 

hubungan antara premis teori, dasar normatif, hasil identifikasi epistemological gap dan legal gap, 

serta orientasi Maqashid al-Syariah. Setiap proposisi dijabarkan melalui empat unsur utama, yaitu 

premis teoritis, dasar normatif, mekanisme penerapan, dan konsekuensi hukum agar konstruksi 

yang ditawarkan dapat diuji secara akademik dan tidak berhenti pada klaim kebaruan. Pemetaan 

tersebut menunjukkan bahwa proposisi pertama berfungsi memperluas konsep validitas melalui 

orientasi teleologis, proposisi kedua mengintegrasikan konteks sosial, proposisi ketiga menguji 

proporsionalitas berbasis keadilan dan maqashid, sedangkan proposisi keempat menempatkan 

dampak hukum sebagai bagian dari akuntabilitas. Keempat proposisi selanjutnya membentuk satu 

rangkaian argumentatif yang menjadi komponen normatif dari Model Dialektika Integratif-

Teleologis. 
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Maqashid Impact Assessment sebagai Instrumen Konseptual 

Temuan terakhir penelitian adalah konsep Maqashid Impact Assessment (MIA) sebagai 

instrumen konseptual untuk mengoperasionalkan orientasi teleologis dalam Model Dialektika 

Integratif-Teleologis. MIA diturunkan dari kebutuhan untuk mengatasi kelemahan epistemologis 

yang hanya menilai benar-salahnya penerapan hukum berdasarkan kesesuaian formal, tanpa 

mengevaluasi konsekuensi terhadap tujuan perlindungan hak dan kemaslahatan. Instrumen ini 

menilai sedikitnya lima dimensi, yaitu kesesuaian norma, perlindungan hak, keadilan distribusi, 

kemaslahatan dan pencegahan mudarat, serta dampak sosial dan keberlanjutan. Dalam 

penggunaannya, MIA tidak menggantikan pengujian legalitas, melainkan ditempatkan setelah 

identifikasi norma dan sebelum penetapan konsekuensi hukum sebagai mekanisme evaluatif untuk 

memastikan bahwa penerapan norma tidak menghasilkan dampak yang bertentangan dengan 

tujuan hukum. Dengan demikian, MIA menjadi jembatan operasional antara teori Maqashid al-

Syariah dan praktik penalaran hukum nasional. 

 

Tabel 4. Struktur Konseptual Maqashid Impact Assessment 
Dimensi 

Penilaian 
Pertanyaan Utama Indikator Fungsi 

Kesesuaian 

norma 

Apakah tindakan/putusan 

memiliki dasar hukum yang 

sah? 

Legalitas, kewenangan, 

prosedur 

Menjamin 

kepastian hukum 

Perlindungan 

hak 

Hak siapa yang terdampak dan 

bagaimana perlindungannya? 

Hak dasar, kelompok rentan, 

akses keadilan 

Menjamin 

perlindungan hak 

Keadilan 

distributif 

Siapa memperoleh manfaat 

dan siapa menanggung beban? 

Distribusi manfaat, beban, 

kesempatan 

Menguji 

proporsionalitas 

Kemaslahatan 

Apakah penerapan 

menghasilkan manfaat dan 

mencegah mudarat? 

Hifz al-din, al-nafs, al-'aql, 

al-nasl, dan al-mal serta 

pengembangan kontemporer 

Menguji tujuan 

maqashid 

Dampak sosial-

ekologis 

Apa konsekuensi jangka 

pendek dan jangka panjang? 

Dampak sosial, ekonomi, 

ekologis, antargenerasi 

Menguji 

keberlanjutan 

Respons hukum 

Apakah diperlukan penerapan, 

harmonisasi, interpretasi, atau 

perubahan norma? 

Hasil evaluasi keseluruhan 

Menentukan 

konsekuensi 

hukum 

 

Tabel 5 menyajikan struktur konseptual Maqashid Impact Assessment sebagai instrumen 

yang diturunkan dari hasil sintesis penelitian. Instrumen ini dirancang untuk mengoperasionalkan 

orientasi teleologis sehingga penilaian terhadap suatu norma atau penerapan hukum tidak berhenti 

pada aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak, keadilan distributif, 

kemaslahatan, serta dampak sosial dan ekologis. Setiap dimensi dilengkapi dengan pertanyaan 

analitis dan indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi konsekuensi penerapan hukum 

secara sistematis. Posisi MIA dalam model bukan untuk menggantikan pengujian legalitas atau 

kewenangan lembaga hukum, melainkan sebagai lapisan evaluatif setelah norma dan konteks 

diidentifikasi sebelum konsekuensi hukum ditetapkan. Dengan demikian, tabel ini menunjukkan 

bagaimana konsep Maqashid al-Syariah diterjemahkan dari prinsip normatif menjadi instrumen 

evaluasi yang mendukung rekonstruksi hukum nasional berbasis tujuan dan kemaslahatan. 
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Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, penelitian menemukan bahwa rekonstruksi hukum 

nasional berbasis Maqashid al-Syariah tidak cukup dilakukan dengan memasukkan istilah 

kemaslahatan ke dalam norma positif. Rekonstruksi memerlukan perubahan cara memperoleh, 

menafsirkan, dan mengevaluasi pengetahuan hukum sehingga legalitas formal dapat berdialog 

dengan fakta, nilai, tujuan, dan dampak. Model Dialektika Integratif-Teleologis menjadi 

konstruksi utama yang menghubungkan dimensi tersebut, sedangkan empat proposisi hukum 

memberikan prinsip normatif dan Maqashid Impact Assessment menyediakan instrumen 

evaluatifnya. Dengan struktur demikian, kontribusi penelitian terletak pada integrasi epistemologis 

antara kepastian hukum, teori hukum integratif, keadilan substantif, dan Maqashid al-Syariah, 

bukan pada penolakan terhadap hukum positif atau penggantian sistem hukum nasional dengan 

hukum Islam. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa pembaruan hukum nasional dapat 

diarahkan pada model yang tetap menjaga kepastian hukum, tetapi lebih responsif terhadap 

konteks sosial, perlindungan hak, kemaslahatan, dan dampak penerapan hukum. 

 

Pembahasan 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan hukum kontemporer di Indonesia tidak 

hanya disebabkan oleh kekurangan norma, tetapi juga oleh cara hukum dipahami, ditafsirkan, dan 

diterapkan. Pemetaan terhadap harta bersama, hak asuh anak, perceraian, pemulihan aset korupsi, 

dan transaksi digital syariah memperlihatkan ketegangan antara kepastian norma positif dan 

tuntutan keadilan substantif dalam konteks konkret. Temuan ini sejalan dengan Awaluddin dan 

Hajairin (2026) yang menunjukkan bahwa positivisme memberikan kepastian melalui prosedur 

formal, tetapi penerapan legalistik yang kaku dapat berbenturan dengan keadilan substantif dan 

rasa keadilan masyarakat. Yolanda et al. (2026) juga menunjukkan bahwa penalaran peradilan 

dalam perkara masyarakat adat Awyu masih cenderung formalistik-prosedural sehingga belum 

sepenuhnya mengakomodasi keadilan substantif dan hak konstitusional masyarakat adat. Dengan 

demikian, kelemahan hukum positif Indonesia dapat dipahami pada tingkat epistemologis, yaitu 

keterbatasan proses penalaran hukum, dan tingkat yuridis, yaitu ketidakmampuan norma yang 

tersedia merespons kompleksitas persoalan konkret. 

Pembedaan epistemological gap dan legal gap menjadi temuan penting karena keduanya 

memiliki sumber dan konsekuensi yang berbeda. Epistemological gap berkaitan dengan 

keterbatasan paradigma dalam menentukan sumber pengetahuan hukum, cara memahami norma, 

serta ruang bagi konteks, nilai, tujuan, dan dampak sosial, sedangkan legal gap berkaitan dengan 

kekosongan, ketidakjelasan, konflik, keterbatasan cakupan, atau keterlambatan norma. Perbedaan 

ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang baru tidak selalu menjadi solusi karena 

persoalan dapat muncul dari penafsiran yang sempit terhadap norma yang sebenarnya telah 

tersedia. Kajian mengenai living law juga menunjukkan kebutuhan mengakomodasi norma yang 

hidup dalam masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum dan prinsip legalitas (Fathurokhman 

et al., 2026; Niko et al., 2026). Oleh karena itu, kritik terhadap positivisme perlu diarahkan bukan 

hanya pada dominasi hukum tertulis, tetapi juga pada mekanisme epistemologis yang menentukan 

sumber, konteks, dan tujuan yang dapat dipertimbangkan dalam penalaran hukum. 

Dari perspektif Maqashid al-Syariah, temuan penelitian menunjukkan perlunya 

mengembangkan orientasi hukum dari validitas formal menuju validitas yang mempertimbangkan 

tujuan dan kemaslahatan. Maqashid al-Syariah dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai 

pengganti hukum positif, melainkan sebagai orientasi teleologis untuk menilai apakah penerapan 
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norma mampu melindungi manusia, harta, keturunan, akal, agama, dan kemaslahatan publik. 

Temuan tersebut sejalan dengan Mera et al. (2024) dan Azni et al. (2025) yang menunjukkan 

bahwa pendekatan maqashid dapat memperkuat penilaian keadilan dalam peradilan agama dengan 

mempertimbangkan kondisi sosial, kepentingan kelompok rentan, dan kemaslahatan. Pendekatan 

sistemik tersebut memungkinkan hukum Islam bergerak melampaui tekstualisme dan lebih 

responsif terhadap perubahan sosial, martabat manusia, serta keadilan. Dengan demikian, integrasi 

Maqashid al-Syariah dengan teori hukum nasional berfungsi sebagai mekanisme penalaran yang 

menghubungkan kepastian norma, tujuan hukum, konteks sosial, perlindungan hak, dan 

kemaslahatan. 

Sintesis penelitian menunjukkan bahwa positivisme hukum, teori hukum integratif, living 

law, keadilan substantif, dan Maqashid al-Syariah memiliki fungsi berbeda tetapi dapat 

ditempatkan secara komplementer. Positivisme memberikan batas legalitas dan kepastian, teori 

hukum integratif menghubungkan norma dengan nilai dan realitas sosial, sedangkan living law 

membuka ruang bagi pengalaman serta kebutuhan masyarakat dalam penalaran hukum. Sementara 

itu, Maqashid al-Syariah memberikan orientasi teleologis untuk menilai kemaslahatan dan 

mencegah kemudaratan dari proses pembentukan maupun penerapan hukum. Temuan ini sejalan 

dengan Purnama dan Eryke (2026) serta Zainurohmah et al. (2024) yang menekankan perlunya 

mekanisme pengakuan norma sosial dan hukum adat tanpa menghilangkan kepastian hukum. 

Dengan demikian, integrasi epistemologis yang ditawarkan bukan pencampuran teori secara 

eklektik, melainkan pembagian fungsi analitis setiap pendekatan dalam satu proses penalaran 

hukum yang terstruktur. 

Berdasarkan sintesis tersebut, Model Dialektika Integratif-Teleologis mempertemukan tiga 

kebutuhan utama hukum, yaitu kepastian normatif, keterhubungan dengan realitas sosial, dan 

orientasi pada kemaslahatan. Model ini mempertahankan norma positif sebagai titik awal, menguji 

keterbatasannya melalui fakta dan konteks hukum, menafsirkan norma berdasarkan tujuan yang 

hendak dicapai, serta mengevaluasi hasilnya melalui prinsip keadilan dan Maqashid al-Syariah. 

Dalam kerangka tersebut, Maqashid al-Syariah tidak digunakan untuk membenarkan hasil hukum 

yang telah ditentukan, tetapi sebagai instrumen evaluatif terhadap konsekuensi penerapan norma. 

Pendekatan ini sejalan dengan Rahman et al. (2026) dan Novianti et al. (2025) yang menunjukkan 

bahwa maqashid dapat menjadi kerangka normatif untuk menghubungkan keadilan dengan 

kebutuhan reformasi hukum nasional. Oleh karena itu, empat proposisi hukum yang dihasilkan 

merupakan konsekuensi teoretis-normatif dari proses sintesis dan bukan norma positif baru, 

sehingga kontribusi penelitian terletak pada kerangka berpikir untuk mengevaluasi serta 

merekonstruksi hukum. 

Secara keseluruhan, penelitian menjawab tujuan ketiga melalui perumusan Model 

Dialektika Integratif-Teleologis dan empat proposisi hukum sebagai konstruksi konseptual untuk 

menjembatani kepastian hukum dan keadilan substantif. Kontribusi penelitian tidak sekadar 

menambahkan nilai Maqashid al-Syariah ke dalam hukum nasional, tetapi membangun hubungan 

epistemologis antara sumber hukum, metode penalaran, interpretasi, tujuan hukum, dan dampak 

penerapan norma. Kerangka ini membedakan penelitian dari kajian yang hanya mengkritik 

positivisme atau menempatkan maqashid sebagai pendekatan alternatif karena keduanya 

ditempatkan dalam proses dialektis yang tetap mempertahankan legalitas sekaligus membuka 

ruang bagi konteks, nilai, dan kemaslahatan. Secara konseptual, model tersebut juga memberikan 

dasar bagi pengembangan Maqashid Impact Assessment untuk menilai konsekuensi norma atau 
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kebijakan terhadap perlindungan hak, kemaslahatan, dan keadilan substantif. Dengan demikian, 

pembaruan hukum nasional yang responsif tidak harus memilih antara kepastian dan keadilan, 

tetapi dapat menjadikan kepastian sebagai batas legalitas, konteks sebagai sumber pemahaman, 

dan Maqashid al-Syariah sebagai orientasi teleologis menuju hukum yang adil. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika hukum kontemporer di Indonesia tidak hanya 

berakar pada keterbatasan norma positif, tetapi juga pada keterbatasan epistemologis dalam 

memahami, menafsirkan, dan memvalidasi hukum. Pembedaan antara epistemological gap dan 

legal gap menunjukkan bahwa sebagian persoalan dapat diselesaikan melalui pembaruan cara 

berpikir dan penalaran hukum, sedangkan sebagian lainnya membutuhkan harmonisasi atau 

pengembangan norma. Temuan tersebut sekaligus menjawab tujuan pertama penelitian dengan 

menunjukkan bahwa orientasi positivistik tetap penting untuk menjamin kepastian dan legalitas, 

tetapi perlu dilengkapi dengan pertimbangan konteks, nilai, tujuan hukum, dan keadilan substantif. 

Integrasi Maqashid al-Syariah dengan teori hukum nasional menjawab tujuan kedua dengan 

menempatkan kemaslahatan bukan sebagai pengganti hukum positif, melainkan sebagai orientasi 

teleologis dalam menilai makna dan konsekuensi penerapan norma. Atas dasar itu, Model 

Dialektika Integratif-Teleologis dan empat proposisi hukum yang dihasilkan menjawab tujuan 

ketiga dengan menawarkan kerangka konseptual untuk mempertemukan kepastian hukum, realitas 

sosial, perlindungan hak, dan kemaslahatan dalam proses pembentukan serta penafsiran hukum 

nasional. 

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian hukum integratif dengan menunjukkan bahwa 

Maqashid al-Syariah dapat berfungsi sebagai perangkat epistemologis dan teleologis dalam 

rekonstruksi hukum nasional tanpa menghilangkan prinsip legalitas. Secara praktis, model yang 

ditawarkan dapat menjadi kerangka bagi pembentuk undang-undang, hakim, akademisi, dan 

praktisi hukum untuk menguji apakah suatu norma tidak hanya sah secara formal, tetapi juga 

relevan, proporsional, dan menghasilkan keadilan substantif. Pengembangan lebih lanjut dapat 

diarahkan pada operasionalisasi Maqashid Impact Assessment sebagai instrumen evaluasi 

kebijakan dan regulasi yang mengukur keterkaitan antara norma, tujuan hukum, perlindungan hak, 

dampak sosial, dan kemaslahatan. Karena penelitian ini bersifat normatif-konseptual, penerapan 

model tersebut pada sektor hukum tertentu masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui studi 

kasus, penelitian empiris, dan perbandingan lintas yurisdiksi. Dengan demikian, prospek penelitian 

ke depan terletak pada pengujian daya guna Model Dialektika Integratif-Teleologis dalam praktik 

pembentukan dan penegakan hukum sehingga rekonstruksi berbasis Maqashid al-Syariah dapat 

berkembang dari konstruksi teoretis menjadi kerangka evaluatif yang lebih operasional bagi 

pembaruan hukum nasional. 
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